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ABSTRAK 

 Zaman modern yang menuntut segala hal menjadi mudah dan 

mengedepankan teknologi seperti sekarang ini membuat orang-orang 

semakin mencari dan berlomba-lomba untuk mengikutinya, tidak 

hanya kepentingan individu saja yang dipikirkan, melainkan suatu 

lembaga ataupun suatu tempat-tempat tertentu yang didalamnya 

terdapat kegiatan aktivitas manusia. Aplikasi baru di Kota 

Yogyakarta,  E-Kinerja dengan kegunaan untuk mengupload 

kegiatan para pegawai pada hari itu supaya bisa terpantau oleh 

pemerintah pusat. Dengan sanksi/punishment yang diberikan yaitu 

pemotongan gaji tunjangan pegawai sebesar 50%, permasalahan 

yang muncul apakah semua pegawai dapat mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada pada era sekarang ini dan bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap pemotongan gaji  tunjangan yang dilakukan 

oleh BKN (Badan Kepegawaian  jika dianalisis dengan hukum islam.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang, dan 

selanjutnya menganalisis  tersebut dengan pendekatan hukum islam. 

Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan 

atau memberi gambaran umum terhadap faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pemotongan gaji tunjangan yang ada di 

DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota 

Yogyakarta. Analisis dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu 

berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa 

konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum.. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa benar 

pemerintah kota Yogyakarta memeberlakukan pemotongan gaji 

tunjangan kepada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya 

pegawai DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 

kota Yogyakarta apabila pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak 

mengupload hasil kerjanya kedalam E-kinerja yang berada di 

aplikasi JSS (Jogja Smart Service)  juga dikuatkan dengan hukum 

yuridis yang ada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 tahun 

2018 yang didalamnya telah dirincikan sedemikian rupa punishment 

dan reward oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yang penulis 
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mengartikan bahwa upah atau gaji akan diberikan sesuai dengan apa 

yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Sama halnya dengan 

pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di DISPERINDAG. 

Pemotongan gaji tunjangan akibat tidak mengupload hasil kerja 

dibolehkan karena sudah ada aturan yaitu yang telah disepakati 

bersama dan telah memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Dengan 

adanya peraturan tersebut para pegawai akan mengupdate 

pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. 

 

Kata Kunci: Gaji, Tunjangan, DISPERINDAG  
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MOTTO 

 

 

“nikmati, jalani, syukuri, masing-masing individu mempunyai 

jalannya sendiri-sendiri” 

 

“jalan tuhan bukanlah yang termudah, 

bukan juga yang tercepat tapi sudah pasti 

yang terbaik” 

 

“Bismillah_Lillah_Insyaallah Berkah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

bâ‟ B Be 

tâ‟ T Te 

śâ‟ Ś 
es (dengan titik di 

atas) 

Jim J Je 

h â‟ H  
h a  dengan titik di 

bawah) 

khâ‟ Kh ka dan ha 

Dâl D De 

Żâl Ż 
żet  dengan titik di 

atas) 

râ‟ R Er 

Zai Z Zet 

Sin S Es 

Syin Sy es dan ye 
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S âd S  
es (dengan titik di 

bawah) 

D âd D  
de (dengan titik di 

bawah) 

ŝâ‟ Ŝ 
te (dengan titik di 

bawah) 

  â‟    
zet (dengan titik 

dibawah) 

„ain „ koma terbalik (di atas) 

Gain G ge dan ha 

fâ‟ F Ef 

Qâf Q Qi 

Kâf K Ka 

Lâm L El 

Mîm M Em 

Nûn N En 

Wâwû W We 

hâ‟ H Ha 

Hamzah ‟ Apostrof 

yâ‟ Y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis 

rangkap, contoh :  
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Ditulis Nazzala 

Ditulis Bihinna 

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

Ditulis Hikmah 

Ditulis „illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisahh maka ditulis dengan h. 

Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h.  

Ditulis Zakâh al-fiŝri 

 

D. Vokal Pendek 

 
fathah 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

 
kasrah 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 
Dammah 

Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif 

 فلا
Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya‟ mati 

 تنسى
Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل
Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu 

mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

Us  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya‟ mati 

 الزهيلي
Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة
Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

Ditulis A‟antum 

Ditulis U‟iddat 

Ditulis La‟in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

“l”   

Ditulis Al-Qur‟ân 

Ditulis Al-Qiyâs 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l 

(el) nya. 

Ditulis As-Samâ‟ 

Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

Ditulis Ża   al-fur d  

Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

E-Kinerja merupakan aplikasi elektronik yang digunakan 

untuk penilaian kinerja dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dikembangkan oleh 

BKN (Badan Kepegawaian Negara) setelah PemKot 

(Pemerintah Kota) tertarik dengan keberhasilan Pemerintah  

Banda Aceh, karena Pemerintah Kota sedang berupaya 

menjalankan birokrasi secara efektif dan efisien, transparan dan 

akuntabel ujar Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah 

Kota Yogyakarta.
1
 Karena dengan adanya E-Kinerja diharapkan 

adanya kemudahan bagi BKN (Badan Kepegawaian Negara) 

untuk menilai kinerja para pegawai khususnya pegawai yang 

tergabung dengan ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Di Kabupaten Kota Yogyakarta telah dicetuskan dan 

disahkan aplikasi yang bernama JSS (Jogja Smart Service) yang 

mana aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat 

Indonesia, bukan hanya saja oleh masyarakat Kota Jogja saja. 

Namun untuk para pegawai yang berada di Kota Jogja ada 

aplikasi khusus yang harus yang bernama E-KINERJA yang 

hanya bisa diakses oleh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) 

dengan tujuan untuk mengentry atau mengupload kinerja 

pegawai setiap harinya. Dengan ada yang aturan yang telah 

                                                             
1

 https://aceh.antaranews.com/berita/19506/pemkot-yogyakarta-

tertarik-terapkan-aplikasi-e-kinerja 26 Agustus 2019. 

https://aceh.antaranews.com/berita/19506/pemkot-yogyakarta-tertarik-terapkan-aplikasi-e-kinerja
https://aceh.antaranews.com/berita/19506/pemkot-yogyakarta-tertarik-terapkan-aplikasi-e-kinerja
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memayunginya dari pemerintah pusat Kota Jogja. Seluruh 

pegawai dituntut untuk melakukan entry  kinerja selama apa 

yang telah dia kerjakan dan diberikan waktu selama 2 kali 24 

jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktifitas harian 

tersebut dilaksanakan, dalam hal ini di atur dalam PERWAL 

Nomor 48 Tahun 2018 pasa15 bagian (3). 

Dalam hal ini pemerintah Kota Jogja menggerakkan 3 

lembaga negara yaitu DIKOMISAN (Dinas Komunikasi 

Informatikan dan Persandian) yang bertugas untuk membuat 

dan merancang aplikasi E-KINERJA, untuk  

Manfaat dari E-Kinerja adalah  untuk mencatat atau 

mendokumentasikan kegiatan seluruh pegawai saat 

menjalankan tugas dengan tujuan untuk membantu memonitor 

serta mengukur kinerja pegawai dan  mampu menjadi salah satu 

instrument pendukung bagi pimpinan dalam mengambil 

keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja serta 

mampu menampilkan perkembangan SKP (Sasaran Kerja 

Pegawai) tahunan. 

Latar belakang dibuatnya aplikasi E-kinerja yaitu adanya 

UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 pasal 80 ayat 3 bahwa 

“Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian 

kinerja. Tunjangan  kinerja di Lingkungan KLHK diberikan 

dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap hari, 

setiap bulan dituangkan dalam aplikasi berbasis web yaitu E-

kinerja. Dengan menerapkan tulis apa yang kamu kerjakan, 

kerjakan apa yang kamu tulis. 
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Pegawai berarti orang yang bekerja baik untuk 

perusahaan maupun untuk pemerintahan (perusahaan dan 

sebagainya). Sedangkan pegawai Negeri menurut Krenenburg ( 

dalam buku hukum ketenaga kerjaan) adalah pejabat yang 

ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap 

mereka yang memangku jabatan mewakili anggota parlemen, 

presiden dan sebagainya. Kedudukan dan peranan pegawai 

negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah 

menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang 

punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan 

nasional.
2
 

Setiap manusia bekerja untuk menghasilkan barang 

dan/jasa, baik untuk memenuhi kehidupan pribadi maupun 

masyarakat.
3
 Dengan harapan semua kebutuhan dan keperluan 

melanjutkan kehidupan terpenuhi. Untuk bisa memenuhi 

kehidupan yang layak maka pegawai lembaga atau pemerintah 

harus menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi para 

pegawai, pekerja/buruh, dengan demikian pengusaha maupun 

lembaga tertentu dilarang untuk membayar upah lebih rendah 

dari upah minimum. Namun bagi pengusaha yang tidak mampu 

membayar upah minimum  dapat dilakukan pengangguhan.
4
 

                                                             
2

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajad, Hukum 

Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31. 
3
 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), hlm. 4. 
4
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: 

Sinar grafika, 2009), hlm.109. 
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Sama halnya dengan semua pegawai yang ada di 

pemerintahan maupun di perusahaan, mereka menginginkan 

hak dan kewajibannya terpenuhi dengan apa yang telah mereka 

kerjakan. Pada prinsipnya hukum kerja adalah serangkaian 

peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan 

bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah.
5
 

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tidak 

ketinggalan dengan meningkatkan perkembangan dan kemajuan 

para pegawainya dengan mengikuti perkembangan teknologi 

yang ada seperti sekarang ini. Dinas Perindutrian dan 

perdangangan mewajibkan setiap pegawainya tanpa 

memandang usia maupun jabatan untuk memiliki dan memakai 

aplikasi E-Kinerja. Dengan konsekuensi atau sanksi akan 

dipotong gaji tunjangannya sebesar 50% kalau tidak 

mengikutinya. 

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak 

semua bisa mengikuti dengan cepat perkembangan teknologi 

yang ada dikarenakan faktor usia yang tidak muda lagi. Pada 

kenyataan yang ada ada sebagian pegawai yang dengan susah 

payah belajar aplikasi tersebut, namun juga ada yang pasrah dan 

tidak mau mempelajari aplikasi tersebut. Adanya konsekuensi 

bagi para pegawai yang tidak menggunakan aplikasi Entry-

Kinerja pegawai yaitu dengan dikurangi setengah dari gaji 

tunjangan tanpa mengurangi gaji pokok pegawai.  

                                                             
5
 Zaeni Asyhadi, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang 

Hubungan Kerja, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3. 
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Melihat suatu kenyataan yang seperti itu membuat 

peneliti tertarik untuk membuat tulisan berbentuk skripsi 

sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I dengan 

judul “Pengaruh Aplikasi E-Kinerja Bagi Pegawai Ditinjau dari 

Hukum Islam (Studi Kasus pada Program E-Kinerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pembahasan diatas yang telah penulis 

uraikan, m;aka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan aplikasi E-Kinerja di lingkungan 

Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana mekanisme pemberian gaji dalam penerapan 

E-Kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam? 

 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan E-Kinerja di lingkungan 

Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui mekanisme pemberian gaji dalam 

penerapan E-Kinerja di lingkungan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian sebagai pengalaman dan pengetahuan 

peneliti tentang ketentuan dan aturan yang ada disebuah 
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lembaga pemerintahan yang selama ini sangat awam 

dimata peneliti supaya peneliti jadikan pembelajaran 

yang sangat berharga ketika telah berada didunia kerja. 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran keilmuan hukum islam, 

khususnya tentang pegawai pemerintah, serta dapat 

dijadikan acuan atau referensi, informasi,dan 

pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan tema tersebut. 

c. Bagi masyarakat umum 

Sebagai tambahan referensi untuk berbagai jenis 

kepegawaian dan juga ketentuan didalamnya. 

 

D. Telaah Pustaka  

Penelitian dengan tema yang sama dengan peneliti 

sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan oleh para peneliti-

peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan. 

Skripsi dari Imam Soim yang berjudul “Sistem 

Penggajian Karyawan di Rumah Makan Selaras Yogyakarta 

(Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) Jurusan 

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan kesimpulan pertama  dalam perjanjian kerja, 

meskipun akad yang digunakan adalah lisan, namun telah 

terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad dan syarat sahnya 
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perjanjian. Kedua dalam penetapan gaji telah tercermin prinsip 

keadilan yang bermakna proporsional yaitu keadilan 

distributive dan keadilan harga kerja karena gaji ditetapkan 

berdasarkan nilai kerja/prestasi kerja kuantitas, kualitas dan 

loyalitas yang diukur berdasarkan kinerja karyawan. Ketiga 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak telah tercermin 

prinsip kelayakan yaitu layak dalam makna cukup pangan, 

sandang, dan papan serta layak sesuai pasaran.
6

 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah obyek penelitian, permasalahan yang diangkat. 

Kalau dalam penelitian ini obyeknya dalah rumah makan 

sedangkan peneliti adalah dinas perindustrian dan perdagangan, 

serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

perbedaan gaji yang diterima oleh pegawai dikarenakan 

penilaian kinerja pegawai, sedangkan peneliti permasalahannya 

berada dipemakaian aplikasi E-Kinerja.  

Skripsi dari Dwi Puspita Ningsih yang berjudul “Sistem 

Penggajian Karyawan di Klinik Bio Medi Centre Cikarang 

Bekasi (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan) Jurusan Muamalat 

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan kesimpulan bahwa sistem penggajian bulanan/ sistem 

upah jangka waktu pemberian gaji dipengaruhi oleh factor-

faktor tertentu seperti tingkat pendidikan/keahlian dan profesi 

                                                             
6

 Imam Soim, Sistem Penggajian Karyawan Di Rumah Makan 

Selaras Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” skripsi 

sarjana Universitas Islam Negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2012. Hlm. 68 
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yang dimiliki, dan menurut hukum islam dan hukum positif 

tidak sesuai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

belum dijalankan dengan baik sehingga belum mencerminkan 

nilai keadilan, kebutuhan hidup layak dan nilai kebajikan.
7
 

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini 

adalah peneliti menggunakan analisis  hanya sebatas hukum 

islam saja sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif 

undang-undang, dan juga obyek penelitian. 

Skripsi dari May Rosa Zulfatus Soraya dengan judul 

“Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Masa Kerja, Motivasi 

Kerja, Pelatihan Kerja, dan Gaji terhadap Kinerja Karyawan 

BMT Barokah Group” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan kesimpulan bahwa variable bebas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan BMT Barokah 

Group sebesar 64,5% sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi 

oleh fakto lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian. Uji F 

telah membuktikan bahwa latar belakang pendidikan, masa 

kerja, motivasi kerja, pelatihan kerja, dan gaji secara bersama-

sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan  BMT Barokah Group, yang dapat dilihat dari nilai F 

terhitung yaitu sebesar 15,183 dengan taraf signifikan 0,000 

                                                             
7
 Dwi Puspita Ningsih “sistem penggajian karyawan di klinik bio 

medi centre cikarang Bekasi (perspektif hukum islam dan undang-undang 

no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan) skripsi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kaligaja Yogyakarta, 2011. 



9 

(lebih kecil atau sama dengan)<_ 0,05. 
8
 perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian peneliti adalah sifat penlitian, yang 

dilakukan oleh penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif. 

Skripsi dari Bayu Aji Santoso yang berjudul “ Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian di G’Bol Café 

Yogyakarta” Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa 

kesepatan sistem penggajian dilakukan dengan lisan, namun 

syarat dan rukun terbentuknya akad dan syarat sahnya 

perjanjian sudah terpenuhi. Dalam akad tersebut telah jelas 

mengenai sistem kerja, jangka waktu, besar upah dan tata cara 

pembayarannya, namun dalam hal ini G’bol Coffe masih 

kurang menetapkan prinsip keadilan, hal ini tercermin dari 

perbedaan penerimaan fasilitas tempat tinggal, dan perbedaan 

durasi waktu kerja antar karyawan, yang jika dinominalkan, 

maka akan terlihat perbedaanhasil akhir dari jumlah intensif 

yang diterima.
9

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah terletak dari cara G’Bol Café Yogyakarta 

melakukan penggajian awal, kalau di Disperindag dilakukan 

secara tertulis dan jelas. 

                                                             
8
 May Rosa Zulfatus Soraya “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, 

Masa Kerja, Motivasi Kerja, Pelatihan Kerja, dan Gaji terhadap Kinerja 

Karyawan BMT Barokah Group, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
9
  Bayu Aji Santoso, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Penggajian di G’Bol Café Yogyakarta”, skripsi Uin Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013. Hlm  
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Tulisan dari Armansyah Waliam dengan judul “ Upah 

Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam” tulisan ini 

memberikan kesimpulan dalam islam seorang bekerja tidak 

hanya atas manfaat imbalan saja namun juga dalam bentuk 

imbalan pahala yang didasarkan prinsip al-adl dan akhlaq serta 

memperhatikan humanity aspect. Penetapannya melalui 

mekanisme musyawarah, mekanisme pasar dan ditentukan oleh 

negara, diberikan dalam bentuk sesuatu yang bernilai harga 

(maal), baik berupa materi atau jasa, bahkan dalam bentuk 

pakaian maupun makanan selama berlaku berdasarkan 

kebiasaan masyarakat, serta harus dibayarkan  sesegera 

mungkin dan tidak menunda-nunda.
10

 

 

E. Kerangka Teori 

1. Upah (Ija}>rah)  

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari 

kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan 

denominasinya.upah menunjukan penghasilan yang diterima 

oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk tunai 

atau natura, atau dalam bentuk tunai natura.
11

 

Dalam buku yang berjudul Adnistrasi Gaji dan Upah  

Thomas H. Stone “Upah adalah suatu kompensasi langsung 

                                                             
10

 Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif 

Islam, 2017. 
11

 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2013), hlm. 159. 
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yang diterima oleh pegawai dan dibayar menurut tarif per 

jam” sedangkan  Andrew F. Sikula menyebutkan bahwa 

“sesuatu yang diberikan sebagain imbalan jasa atau balas 

jasa akan tetapi lebih khusus, upah adalah uang yang 

dibayarkan untuk penggunaan sesuatu. Pengertian upah 

biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran kepada 

karyawan jam-jaman. 

Ada banyak factor yang menentukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung tingkat gaji dan upah 

untuk bermacam-macam jabatan: 

a. Kondisi pasar tenaga kerja  

Sebelum adanya serikat sekerja dan undang-undang 

tentang upah, tenaga kerja oleh majikan dipandang 

terutama sebagai barang dagangan yang dapat diperoleh 

dengan tarif yang serendah-rendahnya. 

b. Tarif upah yang sedang berlaku 

Penting bahwa seorang majikan mempunyai data yang 

mutakhir tentang tarif-tarif upah yang dibayarkan oleh 

majikan-majikan lain dalam masyarakat untuk jabatan 

jabatan yang sama. Data tentang tarif upah dapat 

diperoleh melalui survey yang dilakukan bagian 

pegawai dan kelompok-kelompok majikan setempat. 

c. Biaya Hidup 

Apabila ada inflasi, maka tarif upah harus disesuaikan 

keatas agar karyawan dapat memperdayakan daya 

belinya. 
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d. Kemampuan majikan untuk membayar 

Kemampuan untuk membayar oleh serikat-serikat 

pekerja sering digunakan sebagai alasan perundingan 

bersama dalam usahanya untuk menjukan bahwa 

keuntungan perusahaan adalah cukup untuk memenuhi 

tuntutan upah. 

e. Kekuasaan perundingan bersama 

Apabila majiakan menjadi anggota suatu serikat pekerja, 

maka upah dan kondisi kerja yang lain ditentukan 

terutama melalui proses perundingan bersama. 

f. Nilai relative jabatan 

Pada umumnya para pegawai mengharapkan dari 

jabatan upah dan penghasilan lainnya sesuai dengan 

permintaan atau hasil jabatan ini, maka hubungan antara 

hasil jabatan dan gaji atau upah harus tetap adil.
12

 

2. Undang-undang nomor  5 tahun 2014 tentang ASN ( 

Aparatur Sipil Negara)  

Pegawai aparatur sipil negara terdiri atas dua macam 

yaitu pegawai negeri sipil atau sering disingkat dengan PNS 

yang merupakan pagawai ASN yang diangkat sebagai 

pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

memiliki nomor induk pegawai secara nasional, serta 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kemudian 

sering disingkat dengan PPPK atau sering disebut dengan 

                                                             
12

 Moekijat, Administrasi Gaji dan Upah, (Bandung: Mandar Maju, 

1992), hlm.1-13 
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pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai dengan 

perjanjian kerja oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai 

dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan 

undang-undang ini.
13

 Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
14

 

Dalam pasal 25 dalam undang-undang nomor 5 tahun 

tahun 2014 diatur peraturan sebagai berikut: 

1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan 

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. 

2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), presiden mendelegasikan 

sebagian kekuasaannya kepada: 

a. Kementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan 

penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan, serta pengawasan atas pelakasanaan 

kebijakan ASN, 

b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen 

ASN untuk untuk menjamin perwujudan sistem merit 

serta pengawasan atas terhadap penerapan asas serta 

kode etik dank ode perilaku ASN, 

                                                             
13

 Undang-undang nomor 5 tahun 2014, pasal 7 ayat (1 dan 2). 
14

 Ibid., pasal 8 bagian Kedudukan. 
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c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, 

pengkajian kebijakan Manajemen ASN, 

pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan ASN, dan 

d. BKN, berkaitan dengan kewenangan 

penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan 

dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. 

Kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan 

ASN, standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan 

pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan 

pegawai ASN, dan sistem pension PNS.
15

 KASN merupakan 

lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi 

politik untuk menciptakan pegawai ASN yang professional dan 

berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta 

menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
16

 KASN berkedudukan 

di Ibu kota negara
17

 yang berfungsi mengawasi pelaksanaan 

norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan 

sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada 

Instansi Pemerintah.
18

  

 

  

                                                             
15

 Pasal 26 ayat (2) bagian c Undang-undang nomor 5 tahun 2014 
16

 Pasal 27 Undang-undang nomor 5 tahun 2004 
17

 Pasal 29 Undang-undang nomor 5 tahun 2004. 
18 Pasal 30 Undang-undang nor 5 tahun 2004. 
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F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang mengambil data dari 

lapangan. Dalam hal ini, objek penelitian adalah para 

pegawai dan peraturan. Penelitian ini dimulai dengan 

perumusan-perumusan masalah yang tidak terlalu baku. 

Instrument yang digunakan juga hanya berisi tentang 

pedoman wawancara.
19

 

2. Sifat Penelitian Deskriptif – Analitik 

Maksud sifat ini yakni , penelitian yang menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian 

kondisi saat sekarang berdasarakan fakta-fakta  yang 

tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan fakta-fakta 

tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan atas pengetahuan 

yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum-hukum, 

atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi berlaku secara 

umum pula. 

3. Pendekatan masalah 

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk masalah ini 

adalah pendekatan hukum islam dan dikuatkan dengan 

hukum Islam dan hukum Yuridis. 

                                                             
19

 Bambang Prasetyo dan Lina  Miftahul Janah, Metode Penelitian 

Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 49. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data/informasi yang valid dan relevan 

peneliti menggunakan dua sumber yaitu : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur 

atau pengambilan data langsung pada sumber obyek 

sebagai sumber informasi yang dicari.
20

 Data tersebut 

diperoleh dengan cara wawancara secara langsung 

kepada para pegawai dan karyawan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. Dengan begitu peneliti akan 

mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk 

melakukan analisis penelitian. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung untuk 

menguatkan data primer, namun data ini juga diperlukan 

dalam analisis penelitian.
21

 Yaitu berupa buku-buku, dan 

referensi yang lainnya yang akan digunakan sebagai 

landasan teori. 

 

 

 

 

                                                             
20

 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2001) hlm 91. 
21

 Mahi M Hikmat, Metodologi Penelitian dalam Perspektif Ilmu 

Komunikasi dan Santra, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Hlm. 72. 
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5. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling (sampel bertujuan),
22

 yakni teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut 

dianggap penguasa sehingga akan mempermudah peneliti 

menjelajahi objek yang akan diteliti.
23

 Dalam penelitian ini, 

adapun yang dijadikan sebagai informan adalah: 

a. Balai Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Yogyakarta. 

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. 

6. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam 

penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln 

(1994;353) adalah percakapan, seni bertanya dan 

mendengar (the art of asking and listening). Wawancara 

dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, 

melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam 

                                                             
22

    Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 

2012)  hlm.224. 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D,disadur oleh Khasan Bisri (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 

2018), hlm.29. 
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merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya 

wawancara.
24

 

b. Observasi  

Metode observasi (pengamatan) merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 

turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
25

 Pada penelitian 

ini peneliti akan melihat secara langsung obyek yang 

akan diteliti oleh penelitian. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode dengan cara 

mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen yang merupakan catatan-catatan, transkip, 

buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

lainnya.
26

 Sebagai bukti tertulis, dokumen merupakan 

bukti asli yang berguna untuk mendukung kebenaran 

atau keaslian suatu keterangan.
27

 

 

 

                                                             
24

  Moh soehadha. Metodologi Penelitian Sosiologi Agama 

(Kualitatif). Bidang akademik UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta. 2008), 

Hlm.94. 
25

 M Junaidi Ghony, fauzan Almansur. Metodologi Penelitain 

Kualitatif. (Yogyakarta. Ar Ruzz Media 2012), Hlm 165. 
26

 Husain Usman, metodologi penelitian sosial, (Jakarta: Sinar 

GrafikamOffset, 2008), hal 42  
27

 Purwono, Dokumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 3.  
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7. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data 

adalah metode dedutif induktif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan 

cara-cara kuantitatif.
28

 dengan harapan dapat menemukan 

fenomena sosial yang menjadi persoalan peneliti dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan pola pikir yang diambil peneliti dalam penelitian 

ini adalah pola pikir secara induktif. yaitu berangkat dari 

data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa 

konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan yang bersifat umum. 

 

G. Sistematika penulisan 

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah dan 

memperjelas dari masing-masing bab secara sistematis agar 

penulisan ini terarah dan tetap menjadi satu kesatuan. Adapun 

sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Dalam bab I, berisikan 7 sub bab bahasan yaitu yang 

pertama, berisi tentang latar belakang permasalahan dan alasan 

kenapa penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan 

penelitian guna untuk mendapatkan gelar strata satu. Kedua 

untuk bab ini penulis menyajikan rumusan masalah yang berupa 

pertanyaan yang akan menjadi tumpuan untuk bab-bab 

                                                             
28 Ibid., hlm. 25 
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berikutnya. Ketiga pada bab ketiga ini penulis akan menyajikan 

tujuan dan kegunaan dari penulisan yaitu tujuan berisi tentang 

jawaban dari rumusan masalah, sedangkan untuk kegunaan 

penulisan penulis menggunakan dua teori yaitu kegunaan secara 

teori dan kegunaan secara praktis. Keempat, berisi telaah 

pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu dengan 

tujuan untuk membandingkan atau sebagai acuan penulis dalam 

melakukan penelitian. Kelima dibab ini penulis menyajikan 

kerangka teori yang didalamnya berisi teori upah dan teori 

ijarah. Keenam, berisi metode penelitian, disini akan dipaparkan 

metode apa yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian, berisi sifat penelitian, teknik pengumpulan data dan 

tentangmetode analisis penelitian. Ketujuh, pada sub bagian 

tujuh berisikan sistematika penulisan berisi tentang uraian logis 

yang bersifat sementara menyangkut hubungan anata sub bab 

yang satu dengan yang lain dengan tujuan agar penulisan lebih 

terarah.   

Bab II, Memberikan gambaran umum tentang Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Yaitu tentang letak lokasi dan 

kondisi, visi dan misi dinas, serta struktur organisasi yang ada 

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

Bab III, berisi tentang gambaran umum tentang Gaji yang 

diterima oleh pegawai berdasarkan kepemilikan aplikasi dan 

yang tidak memakai aplikasi JSS (Jogja Smart Service). 
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Bab IV, Memberikan dan memaparkan analisisis sesuai 

dengan ketentuan dan tinjauan hukum islam terhadap gaji yang 

diterima oleh para pegawai. 

Bab V,  dalam bab ini adalah tahap terakhir dalam proses 

penelitian yaitu penutup. Peneliti akan memberikan kesimpulan 

sampai dengan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil penulis 

himpun, dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Implementasi E-KINERJA  Di Lingkungan Kantor Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta”, maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penerapan aplikasi E-KINERJA di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan merupakan kewajiban bagi 

para ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya yang bertugas 

di DISPERINDAG (Dinas Perindutrian dan Perdagangan) 

kota Yogyakarta. Dengan adanya kewajiban tersebut apabila 

tidak melaksanakan tugas tersebut, maka akan dikenakan 

hukuman (punishment) yaitu pengurangan gaji tunjangan 

sebesar 50%. Pemotongan gaji tunjangan dilakukan pada 

saat pemberian gaji tanpa mengurangi gaji pokok. 

Menggunakan aplikasi E-KINERJA dan melaporkan hasil 

kerja yang telah dilakukan merupakan suatu keharusan bagi 

pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya 

para ASN (Aparatur Sipil Negara) saling membantu dan 

memberikan informasi serta masukan satu sama lain. 

b. Tinjauan hukum islam terhadap pemotongan gaji tunjangan 

dikarenakan tidak menggunakan aplikasi E-KINERJA untuk 

melaporkan yang telah dikerjakan dengan E-kinerja itu 
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boleh diberlakukan karena didalam fikih disebutkan bahwa 

syarat yang berkaitan dengan upah didasarkan kepada 

hukum Fiqh Muamalat’ dan juga dikuatkan dengan hukum 

yuridis yang ada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 

tahun 2018 yang didalamnya telah dirincikan sedemikian 

rupa punishment dan reward oleh pemerintah pusat. Dalam 

hal ini yang penulis mengartikan bahwa upah atau gaji akan 

diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh 

seseorang tersebut. Sama halnya dengan pegawai ASN 

(Aparatur Sipil Negara) yang ada di DISPERINDAG. 

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 juga mengatur 

tentang tunjangan yang disebutkan bahwa tunjangan 

diberikan sesuai dengan yang telah dilakukan dan sesuai 

dengan jabatan. 

 

B. Saran-saran 

1. DISPERINDAG (Dinas Perindustian dan Perdagangan) 

Kota Yogyakarta 

Dalam melaksanakan sesuatu seharusnya para pegawai 

mengetahui dengan jelas dan mengetahui dasar atau 

peraturan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. 

2. BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) kota 

Yogyakarta 

Dalam menilai para pegawai diharapkan melihat dan 

menyaring para pegawai yang sudah berumur dan 

memberikan keringanan untuk mengurangi gajinya. 
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